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DELISERDANG - Kasus pemalsuan tanda tangan kembali terjadi terhadap Erni
Martini Pane, seorang warga Medan Johor yang merupakan salah seorang
nasabah Bank Mandiri yang dulunya berada di Jalan Zainul Arifin sekarang
berpindah ke Menara Mandiri Lapangan Merdeka Medan, Kamis (19/1/2023).

Dijelaskan Erni, kronologis bermula waktu Erni yang merupakan Nasabah Bank
Mandiri, pada Tahun 2002 membentuk satu CV dan secara bersama sama
mengagunkan 2 aset rumah kepada Bank Mandiri.

Dimana pada CV tersebut, Erni sebagai Komisaris dan SAB Sebagai Direktur



pada perusahaan yang mereka bangun bersama, dan keduanya merupakan
pasangan suami istri.

"Namun, pada Tahun 2013 rumah tangga kami cekcok dan akhirnya pada 2014
bulan Februari saya beserta anak - anak keluar dari rumabh," terangnya.

Masih kata Erni, "Berulang kali perpanjangan hingga pada 2013, perpanjangan
ke 11 harusnya pinjaman tersebut sudah selesai dan lunas, namun panggilan
dari Bank Mandiri untuk pengambilan agunan tak kunjung datang,"

"Setelah saya cek langsung ke Bank, guna mempertanyakan agunan tersebut,
ternyata tanpa sepengetahuan saya, mantan suami saya memperpanjang
pinjaman tersebut dengan agunan Dua (2) unit rumah yang kami hasilkan
bersama selama pernikahan kami dulu serta memalsukan tanda tangan saya,"
lanjutnya.

"Kalau kita bicara pinjaman perbankan, harusnya penandatangan dokumen
apapun itu harus di lakukan di Bank tersebut, dan dokumen itu tidak boleh
dibawa keluar dari Bank itu, karena besar kemungkinan akan ada pemalsuan
tanda tangan. Nah, pihak Bank Mandiri mengatakan bahwa berkas dokumen
yang harusnya saya tanda tangani itu dia bawa keluar dari Bank dengan alasan
saya sakit dan dibawa ke rumah sakit untuk di tanda tangani, mungkin saat itulah
dilakukan palsuan tanda tangan saya," ketus Erni.

Menindak lanjuti itu, akhirnya Erni membuat laporan terhadap mantan suaminya
Said Abu Bakar ke Polda Sumut dengan nomor :
STTLP/478/111/2021/SUMUT/SPKT.

Kuasa Hukum Korban, Rambo Silalahi, S.H., dari RFC Law Firm menjelaskan
bahwa sampai saat ini pihak Polda Sumut sudah bekerja dengan baik dan
profesional dalam menyelesaikan kasus ini.

Pihak Polda Sumut juga sudah mengeluarkan hasil Labfor lewat SP2HP nomor :
B/2654/x/2022/Ditreskrimum yang menyatakan bahwa, "Tanda tangan milik
saudari (Erni Martini Pane) yang terdapat pada berkas Addendum XIl ( dua
belas ) Perjanjian Kredit Modal Kerja nomor : 1.Hb. MIB/CO-PK/186/2002,
tanggal 29 Juli 2002 tertanggal 18 Juli 2014 adalah non identik atau merupakan
tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n Erni Martini Pane yang di
gunakan sebagai pembanding," ucap Rambo.

"Namun yang kami sesalkan sebagai Kuasa Hukum adalah kenapa pihak Bank
Mandiri tidak mau kooperatif menghadiri panggilan penyidik untuk memberikan
keterangan berapa nominal pinjaman yang di ajukan oleh mantan suami klien
kami," Ucap pria yang memiliki ciri khas kucir rambut ini.

"Kami patut menduga Bank Mandiri sengaja menghalang - halangi proses
penyidikan, kenapa saya berkata seperti itu, karna berdasarkan SP2HP terbaru
pertanggal (12/1) bahwasanya Bank Mandiri pada panggilan pertama
menghadirkan seseorang bernama Beni Eka Putra Sitanggang, namun tidak
membawa dokumen apapun yang di butuhkan,” ucapnya.

Rambo juga menambahkan, "Bahwa jika tidak ada itikad baik Bank Mandiri ini,



kami juga akan melaporkan pihak Bank Mandiri ke Polda Sumatera Utara atas
dugaan tindak pidana perbankan dalam pembuatan Adendum KeXII (dua belas)
perjanjian kredit Modal Kerja nomor :1.Hb.MIB/CO-PK/186/2002, tanggal 29 Juli
2002 karena kelalaiannya dalam menjalanan tugas dan fungsi dalam
pengawasan terhadap pegawainya sehingga merugikan nasabah," terangnya.

Di lain sisi, Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Legal
Officer Bank Mandiri Alfian Rasyidi ke nomor 0812 -3059-xxxx terkait panggilan
penyidik Polda sumut, Alfian menjelaskan bahwasanya sampai saat ini sedang
menyiapkan dokumen untuk pemeriksaan.



